Menimbang:

Mengingat:

WALIKOTA MAGELANG
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NO
WioR 2= TAHUN 2009

TENTANG
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKAS|
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap
telekomunikasi dan guna menjaga ketertiban, keamanan lingkungan,

kesehatan masyarakat , estitika lingkungan dan untuk efektifitas serta
efisiensi ;

bahwa dalam rangka pengendalian Pembangunan Infrastsuktur
Telekomunikasi, perlu diatur mengenai Pendirian Menara Telekomunikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pembangunan Menara

Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Kecil

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
ndane-

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
h beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Undang-Undang Nomor
sebagaimana telah diuba
Nomor 12 Tahun 2008 ten

32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;

n 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 26 Tahu

Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

i r 52
Peraturan Pemerlntah Nomo

ikasi;
Telekomuni n 2000 tentang Penggunaan Spektrum

53 Tahu
Peraturan Pemerintah Nomor



Frekuensj Radio dan Orbit Satelit-

Peraturan Pemeri
erint,
Undang-Undang No:nh Nomor 28 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
©r 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Daerah

Ruang Wilayah Ko::ta Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Tata
diubah denap Peratumadya Daerah Tingkat || Magelang, sebagaimana telah
Perubahan Atas Per;in weeahilors Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

uran Da :

Nomor 4 Tahun 1999 erah Kotamadya Daerah Tingkat |l Magelang

tentang Rencana Tata Ru i
: an |
Daerah Tingkat | e g Wilayah Kota Kotamadya

10.

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan

OZ/PER/M.KominfOIB/ZOOS tentang P
Menara Bersama Telekomunikasi;-

Informatika Republik Indonesia Nomor
edoman Pembangunan dan Penggunaan

12. P . :
eraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri

Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 18  Tahun 2009, Nomor  07/prt/m/2009, Nomor
19/PER/M.Kominfo/03/2009,  Nomor 3/P/2009 tentang  Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA  TENTANG PEMBANGUNAN MENARA

TELEKOMUNIKASI.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

I=

Daerah adalah Kota Magelang.

t Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangka

Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Magelang.

Membangun adalah s

: an.
sebagian,memperluas bangun . kegiatan merencanakan melaksanakan dan
kaian

n
Penataan Bangunan adalah serané .
atan ruang untuk lin

kungan binaan berikut sarana dan prasarananya
g

mengendalikan pemanfa

intah.
bagi kegiatan masyarakat dan pemer!



6. Telekomunikasi adalah setiap peman
caran,

; engiri : ] ’
informasi dalam bentyk tanda Pengiriman dan atau penerimaan dari setiap

-tanda,js ;
,5Yar
yarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem

m elektromagnetik lainya,
" Penyelenggara telekomunikas; adalah p
en

el T )
telekomunikasi Yelanggara Jaringan dan atau penyelenggara jasa

kawat, optik, radio, atay siste

s. Menara Telekomunikasi adalah Seperangkat ba
ngunan

T4 yang berfungsi sebagai kelengkapan
perangkat telekomunikasj yang didesain/bentuk konstr
u

ksinya di i
kelengkapan telekomunikas;, Ya disesuaikan dengan keperluan

dilakukan oleh lebih saty operator.

Operator adal '

10. p ah penyelenggara jasa dan atay Jaringan telekomunikasi yang mendapat izin
untuk melakukun kegiatan usaha.

11.  lzin Prinsip adalah ljin yang diberikan Walikota dalam rangka pengendalian, pemanfaatan

ruang budidaya agar tertib dan teratur sesai dengan Rencana Tata Ruang.
BABII
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah :

a. untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dalam pembangunan menara telekomunikasi;
b. untuk menjaga ketertiban, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat,estetika lingkungan

dan keindahan tata ruang wilayah dengan mengatur lokasi pembangunan menara

telekomunikasi.

(2) Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah :

a. untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi dan pemerintah

telekomunikasi;
nara telekomunikasi bersama.

daerah dalam penataan menara

b. untuk mengarahkan pada penggunaan me

BAB lli

MENARA TELEKOMUNIKASI

pasal 3

« di atas permukaan tanah maupun pada bagian

P bai
(1) Menara Telekomunikasi dapat didirikan

bagunan/gedung.



yang berkaitan dengan i harus memperhitungkan kekuatan dan kestabilan
a. pondasi

b. pembebanan;dan

c. struktur bangunan menarj.

(3)

Menara telekomunikasi g i
apat digunakan yneyk Penempatan satu antena oleh satu atau
beberapa penyelenggara telekomunikasi

Pasal 4

(1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas;
(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksug pada ayat (1) meliputi :

a. Grounding dan penangkal petir;

b. Catu Data;

c. Avition Obstruktion Light dipasang pada ketinggian menara setiap kelipatan 45 meter dan
pada puncak menara; dan

d. Aviation Obstrustion Marking berupa warna menara merah putih, orange, putih atau warna
lain yang menyala.
(3) Identitas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Nama pemilik;

b. Nomor;
C. Izin;
d. Lokasi;

e. Tinggi menara;
f.  Tahun pembuatan/pemasangan;

Umur kekuatan bangunan; dan

T ]

Pembuatan dan beban maksimum menara.

pasal 5

i - bagai berikut :
Pendirian Menara Telekomunikasi memperhatikan hal-hal sebag

3. Potensi ruang wilayah yang tersedia;

b. Kaidah penataan ruang wilayah; dan an telekomunikasi pada umumnya.

; n kebutuhan
& Keamanan, ketertiban lingkungan, estetika da



Kawasan yane tidak diizinkan dan dilarang untuk dip
iban

Kawasan Gunung Tidar;

Taman Alon- alon;

Kawasan Pariwisata;

d. Kawasan Taman - Taman Kota;

Kawasan Sempadan Sungai;

£ Kawasan rawan bencana.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

(1) Untuk mendapatkan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) permohonan

mengajukan permohonan izin yang disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan dilampiri proposal rencana pendirian

menara telekomunikasi.

(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi :

d.

Izin Penyelenggara jaringan/ jasa telekomunikasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang;

Rekomendasi Ketinggian Menara dari Komando Pendidikan Angkatan Udara Lanud
Adisucipto;

Fotocopy KTP pemohon;

Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP);

Fotocopy bukti Hak atas tanah;

Surat Kuasa Pemegang izin penyelengaraan jaringan/jasa telekomunikasi;

Rencana peletakan titik lokasi menara telekomunikasi akan didirikan;

desain yang terdiri dari peta lokasipeta situasidenah

Gambar rancangan atau i S
rhitungan struktur menara telekomunikasi;

bangunan,gambaran kontruksi dan pe o
gkar bangunan menara telekomunikasi setelah

n
Surat pernyataan kesanggupan untuk membo

berakhir dan tidak diperpanjang dan atau tidak dimanfaatkan
unan

masa berlaku izin pembang

kembali; _ :

' ; nara tidak sesuai dengan
ila bangunan me

menara apab

uai dengan kajian teknis;
ar dan dilampiri fotocopy KTP dari warga

Surat  kesanggupan membongkar

idak ses
Persyaratan yang ditentukan mapun tida :
ungan warga set

) tinggi menare

tau Lurah setemP

Berita Acara Persetujuan fingk Jengan diketah oleh Ketua RT, RW

ima
dengan radius 1.5 (satu komd o at dan Camat; dan

aa
dilingkungan setempat dan Kepala Des



4

| lzin-izin lain yang dipersyaratkan

IIladap pellllohon 171
(3) Te an izin SEba a'm
d

menolak permohonan izin pringjp, yat (1) Walikota dapat menerbitkan atau

Pasal 8

( et rinsi gal dana dlmaksud d |
pe“gE‘Ola Me“ala telekomu”|kas1 diwajibkan t k I | | /
untuk :

a. mengurus izin Mendirikan B
an
Bunan (IMB) sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

mengurus izin Gangguan (HO i
(HO) sesuai dengan ketentuan peraturan perund
S perundang-undangan yang

c. bersedia membayar paj :
yar pajak dan /atau Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaky: dan
d. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin prinsip
ilad jak di
(2) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin prinsip,pemegang izin prinsip tidak

melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),maka izin prinsip dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 9
Pembangunan menara telekomunikasi sebelum memenuhi persyaratan-persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dilaksanakan setelah keluarnya izin dan

dipenuhinya kewajiban oleh pemegang izin prinsip.
BABV
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

pasal 10

(1) Untuk meminimalkan jumiah menara telekomunikasi, operator dan/atau pengelola menara lebih

diutamakan memanfaatkan Menara Telekomunikasi Bersama.
(2) Operator dan atau pengelola menara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara
ra telekomunikasi bersama, dengan

k digunakan sebagai mena

telekomunikasi yang sudah ada untu ) T :
Syarat mengurus ulang perijinan dan dilengkapi kajian teknis dan ljin dari Walikota sesuai

perat
uran yang berlaku. sebagaimana pada ayat (1) dan ayat

a telekomunikasi

() Dalam hal belum tersedia menar o
para telekomumkasx

dapat membangun menara

(2),0perator dan atau pengelola 0

telekomunikasi bersama.



undangan yang berlaku.

(2) Untuk mengetahui keamanan dari Penggunaan Telekomunikasi yang bersifat elektro magnetik

dibuktikan dengan uji petik pengaruh elektro magnetik terhadap sekitar menara

Pasal 12

(1) Batasan maksimum radiasi menara telekomunikasi disesuaikan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap operator dan atau setiap pengelola menara diwajibkan untuk memelihara Menara
Telekomunikasi sesuai dengan standar teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk memonitor pengoperasian dan pemeliharan, pengguna Menara Telekomunikasi wajib

memiliki buku laporan rutin pengoperasian dan pemeliharaan yang memuat informasi kondisi

menara kepada Dinas Instansi terkait dengan kurun waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 13

(1) Operator, pengelola menara dan/atau Penanggung jawab yang niglekukaokesdlahen Rnyaa

kelalaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak

rugi kepada pihak lain yang dirugikan sesuai dengan Peraturan

lain, maka harus memberikan ganti

an - i
yang berlaku ; engelola menara sesuai

p ; tor dan atau p
(2) Pihak lain dapat mengajukan ganti rug! kepada opera I

ng berlaky;
ndang-undangan ya :
B s A L t (1) adalah ganti rugi pada kerugian langsung yang
a aya

3) Gant;j rugi sebagaimana dimaksud pad .
aian yang dilakukan 0

leh operator dan atau pengelola
diderita atas kesalahan dan atau kelal

Menara telekomunikasi.



BAB v

PE
NGAWASAN DAN PENGENDALIAN

awasan dan pengendali
(1) Pens pengendalian mengry telekomunikasj dilaksanakan oleh Tim Monitoring
ng.

‘m Monitoring sebagai i
2) Tim & gaimana dimaksud pads ayat (1) dibentuk dengan Keputusan WaliKota
(3) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan Secara berkala (6 bulan sek li) |
n sekali).

i bagaimana te
4) Tim sebag rsebut pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya melaporkan hasilnya dan
bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB Vil
SANKSI
Pasal 15

(1) Setiap pendirian yang mendirikan menara telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi berupa tindakan pembongkaran.

(2) Setiap pendirian menara telekomunikasi dengan memiliki izin prinsip tetapi belum melengkapi
persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) ayat (2) dilakukan tindakan
berupa teguran kesatu,kedua ketiga dan sampai tindak pembongkaran.

(3) Apabila ada teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan,maka dilakukan

tindakan pembongkaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

pasal 16

un dan belum memiliki izin pada waktu diterbitkanya

| ieas elah dibang k
o) et bl R » harus segera mengajukan ijin sesual peraturan

i mak
Peraturan ini maka dalam waktu tiga bulan

Yang berlaku; diperkenankan berdiri sampai habis

} ; laku, tetap
) Menara telekomunikasi yang izinny3 masih ber

Mmasa berlaku izin.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

belum diatur dal -
Ha|-hai 4 S BT N, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur oleh
padan Perencanaan Pembangunan Daerah Kot3 Magelang

Pasal 18
peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang,

Ditetapkan di Magelang

padatanggal (7 Q‘,’L/élubp( 4008

WALIKOTA MAGELANG

et

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Kota Magelang
Pada Tanggal 'y Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

DR. SENEN BUDI PR MSi

OMOR 92
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 N



